PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KESEHATAN

Komp. Perkantoran Pombab Bandung Barat Gedung A JI. Raya Padalarang Cisaraa KM 2
Email : dinb:m@banmng baratkib.go,id, Websiie : wiww bandung baratkab_go.id, Kode Pos 40552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR: 440729 Dinkes/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menimbang . bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas
dan kinerja pelaysnan publik sesusi kebutuhan masyarakat
yang sclaras  dengan kemampuan dan kewenangan
penvelenggara, setiap  penyelenggara  wajib  menyusun,
menetapkan, dan menerapkan  Standar Pelayanan  serta
menetapkan Maklumet Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupatli Bandung Barat
lentang Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretarial Dacrah
Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004%
Nomaor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Womaor 3038,

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50637;

3. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
bebempa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubghan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679%;

4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomaor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 MNomor 215, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3337);



MENETAPKAN

KEDUA

KETIGA

0. Peraturan  Presiden Nomor 97 Tabun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 221)

7. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformaei Birokrasi Nomor |5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayvanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 614):

E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusar keschatan Masvarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Y. Peraturan Bupati Bandung Barat Nemor 57 Tshun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Dacrah Kabupaten Bandung
Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
Nomor 57 Seri D);

10, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2019
tentang Tugas, Fungs:, dan Rincian Tugas Sekretariat Dacrah
Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 64 Seri D);

MEMUTUSKAN

standar  Pelayanan  di  Lingkungan Dinas  Keschatan
Kabupaten Bandung Barat yang terdiri atas Jenis Pelayanan,
Komponen Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan
sebagaimana tercantum pada Lampiran [, Lampiran 11, dan
Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
keputusan ini;

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATL, dipublikasikan dalam website
H#ﬂv.buﬂdungbmfkab.ga.fd;

Keputusan  imi mulai  berlaku  pads  tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal|} 17 Januari 2022

Pembina Tk 1
NIP. 19720308 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KESEHATAN

komp. Pericantoran Pembab Bandung Barat Gedung A JI. Raya Padalarang Cisarun KM 2
Emall : dinkesi@bandung baratkab.go.id, Wabsite : www bandung baratkab.go.id, Kode Pos 40552

REPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR#4o/e1y [Dninkes/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas
dan kinerja pelayanan publik sesuai kebuiuhan masyarakat
yang selaras  dengan  kemampuan dan  kewenangan
penvelenpgara, setiap penyelenggara wajib  menyusun,
menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sertz
menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupali Bandung Barat
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat . Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2({9
MNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 50387
2, Undang-Undang Nomor 36 Tehun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Momor 30631
}, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana telah divbah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahon Kedua atas Undang-Undeng
Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679Y;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3601):

. Peraturan Pemerintah MNomor %6 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 {entang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 MNomor 215, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5357)

i



MENETAPKAN
EESATU

KEDLIA

KETIGA

0. Peraturan  Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pint (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 221)

7. Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparatur Negars dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 614);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehaian Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Y, Peramuran Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
Nomor 57 Seri DY;

10, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2019
tentang Tugas, Fungsi, dan Rincign Tugas Sekretariat Daerah
Kabupaten Bandung Barat (Berite Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 64 Seri D),

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas  Keschatan
Kabupaten Bandung Barat yang terdini atas Jenis Pelayanan,
Komponen Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan
sebagnimana tercantum pada Lampiran [, Lampiran 11, dan
Lampiran [, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
keputusan ini;

Standar Pelayanan scbagaimana dimaksud dalam Dikium
KESATU, dipublikasikan dalam wihsite
www. bandumgharatkab, go.id,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Dutv:l:apl».a.tuh._._ _Bandung Barat




LAMPIRAN | KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR
TANGGAL : V7 Januar 2022

TENTANG

cAap’ 2\E [/ Dinkes/2022

STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
EKEABUPATEN BANDUNG BARAT,

JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
EABUPATEN BANDUNG BARAT

NO NAMA BIDANG JENIS PELAYANAN
I Bidang Keschatan Masyarakat 1. | Sertifikat Laik Sehat (SLS)
2. | Sertifikat Laik Higiene (SLHS)

11 Pidang Sumber Daya Keschatan

. [Rekomendasi lzin Apotck

Fekomendasi Izin Toke Obat

. [Tradisional (LIMOT)

[Rekomendasi Tzin Usaha Mikro Obat

Eemtnuhan Komitmen Sertifikat Produksi
angan Industri Rumah Tangpa (SPP-IRT)

Bidang Yankes

" (PBPL BP Pemda KBB)

Pendaftaran BPJS, JKN, KIS, FBI APBD

Perpanjangan [zin Operasional Bumah Sakit

[zin Mendirikan Bumah Sakit

Izin Operasional Rumah Sakit

[zin Operasional Khinik

Izin Operasional Optikal

=]

Bimbingan Teknis (Pembinaan) Peningkatan
uty Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
b. Bandung Barat

IV

Bidang Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit

" {ODGI)

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa

[ ]
H

Srandar Pelayanan Hepatitis B, HIV, dan
Sifilis pada ibu hamil

Standar Pelayanan TB




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI SERTIFIKAT LAlK HIGIENE SANITASI (SLHS)

MAMA PERANGKAT
DAERAH

Dinas Kesehamn Kabupaten Bandung Barat
Bidang Kesehatan Masyarakat/Scksi Keschatan Lingkungan, Keschatan Kera
& Olahraga

1. JENIS PELAYANAN

Sertifikat Laik Higiens (SLHS)
{Bagi Peloku Usaha Restoran, Jasa Boga/Catering, Industri Tempe Kedelai
dan Tahu Kedetai & Depot Alr Minum Isi Ulang)

2. DASAR HUKLM

L
2
3

Undang-Undang Ne. 32 Tehun 200 Tentang Kesehatin
UL No 11 Tahan 2020 Tentang Cipta Kerja

PP Mo 5 Tabun 2021 Tentang Penyelenggarain Perizinian Berusaha
Berbazis Resiko

Permenkes Mo 14 Tahan 3021 Tentang Standar Kegietan Lisaha dan
Produk Pada Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbesisi Risike
Sektor Keschatan

3. PERSYARATAN

I,

1

I

: WWUM

KHUSIS @

Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sudah berlaku | tahun sejak
MIB ditetapkan 055
Memenahi persyaratan pengajuan PB UMEL SLHS ¢i 035

Hasil Pemeriksaan Laboratorium SEMEL (Smndar Baku hMuta Kmhzt:n
Lingkungan) meliputl media air, makanan, peralatan dan i
miakanen

Pemenuhan persyaratan sarand dan prasarand keschatan pangan dengan
menggumikan formulic Inspeksi Keschatan Lingkungan

Sertifikat kursus  higiene  sanitasi  makanan bﬁg‘1
pemilik/penanggungjawat usaha

Sartifikat kursis higiene sanitasi makanan bagi tenaga penjamih makiman
Gortifikat  Laik  Higiene Sapiasi  terdahuly (ASLD, apabila ada
(Perpanjanzan)

4. PROSEDLUR

__pembinaan

Pelakn Usaha mendafiarksn usehanya ke wayw,oss.goid dan membuat
Momor Induk Berssaha (NIB) sosuni dengen Klasiikasi Baky Lapangan
Usana Indonesia (KBLI),

Serclilh pemema persyratan administras UMM senmi keginmn usahanya, Pk
Pelaku Usaha konsultasi ke Diinas KesehatanPuskesmas setempat (erkai
proses peemohonsn Larfifilat Laik Higiene

Survey lokasi dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan tempat ustha ybs ole

e

Pengambilan Sampel berupa iakanan, air (bersih dan minum), usap
makan dan Bectal Swab tenaga penjamah miLkanan.

Goaialisasi tentang Higieng Sanitis| Wlakanan
p-umunupmargguuiawab dan tenaga penjamah msakanin aleh
kesehatan lingkungan Dinas Keschatan dan Puskesmas.
Konssling (konsultasi pemilik kepada petugas keschatan lingkungan)-
Pemeriksaan  sampel di jaboratorium  yang  dinuiuk {laboratori
terakreditasi),

Bila hasil pemerikssan sampel menunjukian hasil tidak memenuhi sy
maka akan dilakukan pengulangan pergambilan sampel serta dilakukan




[0, Bila hasil pemerikssan sampel menunjukkan hasil memenuhi Syaral
proses sertifikat laik hygisne sunitasi dapat dilanjutkan ke OS5

i1 mmmmmmmm&m&

12. Tmmvammwmmmmmmﬂm

13, Tim Uit Perpinas (DPMPTSE) akan meikbkn werifiss usulan pemmohonin et
sl yamyg sucdah ﬂqﬂmﬁiu&ﬁhlﬂm&ﬂiﬁmmﬁ&lﬂm}:ﬂﬂﬁ

|4, Penerbitan Sertifikat Laik Higiere Sanitasi (siap cetak oleh pelaku usahaj
41 035 dan masa berlakn selama 3 takun

& WAKTU PELAYANAN

. |14 sd. 20 hari, disesuaikan dengan hasil pemeriksann sampel di laboratorium.

6. BIAYATARIF

. [Disesuaikan dengan biaya per tiep sampel dan banyaknya sampe] yang diperikss

7. PRODUK PELAYANAN

" Gertifikal Laik Higienc Sanitasi (SLHS)

8. Pengelolaan Penpaduan

|, Kantor Dinas Eesshatan Kab. Bandung Baral Gedung A Ly 2

5 Kentor Dinas Peranaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kab. Bandung
Barat Gedung C L. 5

Komplek Perkantoran Pemkab Bandumyg Barat

11 Raya Padalarang-Cisarua KM.2

0, SARANA DAN 1. Komguier:
ATAU FASILITAS 3. Prister:
4, ATK:

& Kendaraan Dinas;
&, Peralatan (alat dan bahan) Sampling,

PELAKSAMA

0. KOMPETENSI |, Kualifikasi pendidikan Diplema/Sarjana Kesehatan Lingkungan den atau
PELAKSANA
Kesehatan Masyarakat;
2. Mempunyal keterampilan dan pengetahunn Higiens Sanitasi Makanan;
1. Mempunyai keterampilan berkormunikasi dan_komputer,
I1. PENGAWASAN Atnsan langsung
INTERMAL
12, JUMLAH 2 = 3 orang
PELAKSANA
13. JAMINAN Menipunyai kompetensi di bidang kesehatan lingkungan dan bekerja sesual
PELAYANAN keteptuan peraturan perundang-undangan
: ‘AM'“;”NM‘ - | Inspeksi Senimsi Keschatan Lingkungan dan pengambilan sampel
KEAMA D 3 i
i atkan d
KESELAMATAN dilakukan olch tenaga shli dan telah reendap penugasan dori atasan
PELAYANAN langaung
1 Pemeriksasn sampel dilakukan di {aboratoriuem yang telah terakreditasl |




STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
HEKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK SEHAT (SL5)

NAMA PERANGEAT . | Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

DAERAH Bidang Kesehatan Masvarpkat/Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
& 01

1, JENIS PELAYANAN - | Sertifikat Laik Sehat (SLS)

Bagi Pelaku Usaha Tempat Akomadasi (Hotel, Villa dl1), Tempat Hiburan
(Klub Malam dan Karaoke), Tempat Rekreasi (Kawasan Pariwisata d1i) dan

Tempat Clahrags (Gelanggang Olshraga dil)

2. DASAR HUKUM : | 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 200 Tentang Kesehatan
2. UUNo 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

3. PP Mo 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan l'i-erusa'rml
Barbasis Resika

4. Permenkes No |4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penvelenpgiraan Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko

Sektor Kesehatan
1. PERSY ARATAN - UMUM :
1. Memiliki MIB (Momor Induk Beruzaha) dan sudah berlaku 1 tahun 2ejaly
NIB ditetapkan 0SS

2,  Memenuhi persyaratan pengajuan PB UMELU 5LS di O35

EHUSLIS -

1. Hazll Pemeriksaan Laboratorium SBMEL (Standar Baku Mutu Kemhalaﬁ
Lingkungan) melipuii media air, udara, makanan, peralatan dan penjama
miEkAnan

2.  Pemenvhan parsyaratan sarane dan prasarana kesehatan linghungan
dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan

3, Sertiftkat  kursus  higene  Sanitasi  makaman hag

pemilik/penang gungiawab usaha

Sertifikat kursus higiene sanitasi makanan bagi tenaga penjamah makanan

Sertifikat Laik Sehat terdahulu [ ASLL), apabila ada (Perpanjangan)

4,
5. Sedifikat pelatihan kebersihan bagi tenaga kebersihan/Cleaiing Service
f
4 PEOREDLR 1. Pelakn Ussha mendaftarkan usahanya ke www.ossgmojd dan membu
Momer Tnduk Berusaha (MIB) sesuai dengan Klasiikasi Baku Lapang
Lisahg Indonesia (KBLIL
2. Seteldh memernhi porsyanan adminsvasl unmm sesui kegisn walanya, Pelaka
Ulsshaclaget melkatkan permohonan Sertifikeat Laik Higiene Saniosi
|3, Pelaku Ussha konsultasi ke Dinas Keschatan/Puskesmas setempat terknit
proses permohonan Sertifikat Lotk Sehat
4. Survey lokasi dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan tempat usaha whs oleh
tenaga keschajon
5.  Pengambilan Sampel berupa makanan, sie (bersih dan minum), udara,
usap alai makan dan Restal Swab tenaga p-o:n,j:urlﬂh makanan.
. Sosialisasi Eestang Higiena Banitasi Makanan pida
pemilik/penanggungjawab dan tenaga perjamah makanan oleh petuges
kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmias.
K.onsaling (kensultasi pemillk kepada petugas kesehatan lingkungan).
Perperiksaan  sampel di  laboratorfum  yang  dirujuk {laboratorium
terakreditasi).

=

9 Rila hasil pemeriksaan sampel menunjukkan hasil tidak memenuhi syarat,




maka aken dilakukan psngulangan pengambilan sampel serta dilakukan
pembinaan

1. Bila hasil pemeriksaan sampel menunjukkan hasil memenubi syarat,
proses sertifikar laik sehat dapat dilanjutkan ke 055

11, Pelsk Usara metsodean permohonan B UMEL edait SLS di05s

12. Tim Tdmis Verificior (Dins Kesehatan) alen metsokan verifikas usaban permishionsn
peslatin usahn

13, Tim Uit Perifinan (T¥DFPTSP) ahan messlian verioes usikn pemobhonan pelika
sl v suckhh diveriikasi ol tm ek veriffkator{Dines Boschtan)

4. Penerbitan Sertifiket Laik Sehat (slap cetak oleh pelaku usaha) dan masa
Berlaku selama 3 tahun

5 WARTU PELAYANAN

o 114 5d, 20 hari, disesuaikan dengan hasil pemerikspan sampel di laboratoriom,

&, BIAY ATARIF

« Disesuaikan dengan biaya per tiap sampel dan banyaknya sampel vang diperiksa)

7. PRODUE FELAYAMAN

r Pertifikas Laik Sehat (SL5)

B. Pangololenn Penenduan

1. Kantor Dinas Keschatan Kab. Bandung Barad Gedung A Li 2

2. Kantor Dinas Penanamian Modal dan Perijinan Satu Pintu Kab, Bondung
Baral Gedung C L1 3

Komplek Peckantoran Pernkab Bandung Barat

JI. Raya Padalarang-Cisans KM.2

9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN
ATAL FASILITAS

1. Komputer,

2. Internet;

3. Printer;

4. ATK;

5. Kendarasn Dinas;

. Peralatan (alat dan bahan) Sampling;

10 KEETEST}?L I. Kualifikasi pendidikan Diploma/Sarjana Kesehatan Lingkungan dan atau
Keschatan Masyarakat,
2. Mempunyai keterampilan dan pengetahuan Higiene Sanitasi Makanan &
Tempat Fasilitas Umuam (TFL);
3. Mempunyal beterampilan berkomuonikazi dan kempater,
i 1. PENGAWASAN Adasan langsung
INTERMAL
12, JUMLAH 2. Jorang
PELAKSANA
13, JAMINAN Mempunyai kompetensi di pidang keschatan lingkungan dan bekerja sesuai
EFEA AMAN ketentuan peraturan perundang-undangan
JTAMIMARN I. Inspeksi Sanitasi Keschatan Lingkungan dan pengambilan sampel
KEAMANAN DAN dilakukan oleh tenagn ahli dan telsh mendapatkan penugasan dari atasan
KESELAMATAN
PELAYANAN langsung

2, Pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi




14 . EVALUASI KINERJA
PELAKSANA

Secara berkala dilaporkan kepada afasan




REKOMENDASI IZIN APOTEK

NAMA PERANGEAT
DAERAH

Dinas kesehatan Kabupaten Bandung Barat
Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional

1. JENIS PELAY ANMARMN

Rekomendasi 1zin Apotek

2. DASAR HUKLM

L
2

iL

Undang-undang Obat Keras (5t 1937 No.54 1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tabahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 3671
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megarn Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 4437)
sehagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Memor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun Z00%
Momor 39, Tambahan Lembaran Negama Republik Indonesia Momor
4844 1,

Undang—Undang MNomor 12 Tahbun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Bamt di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Megarn Republik Indonesia Nemor 4688,

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Markotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 143, Tembahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor S062),

Undang-Undang Nomaor 36 Tzhun 2009 tentang Keschatan (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonssis Nomor 5063,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tzntang Pemerintahan Daemh
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 214,
Tambshan Lembaran Megars Repuoblik [ndonesin Memor 5587)
sebagsinna telah divbah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahen stas Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014 temtang Pemcriniahan Daersh {Lembaron
Megars Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3589%;

Peraturan Pemerintgh Momor 72 Tshun 1998 tentang Pengimonan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Momor 13
tahun 1998 Tambahan Lembaran Megara Momor 3781);

Peraturan  Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007  tentang Organisass
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Momor 39, Tambahan Lembaran Megam Bepublik Indonesia  Nomar
4741k

Peraruran  Pemerintah Momor 51 Tahun 2009 tentong Pekerjan
Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Mormor
142, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor S0dd);
Pernturan Pemerintah Momor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2010 MNomor 60
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3126);




T Peramran Pemerintah Nomor 40 Tabun 2013 tentang H]akmmmj
Undang-Usdang Nomor 35 Tahun 200% tentang Markotika {Lembarai
Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambaka
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

1 Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Notor 3 Tabun 2015
tentang Pereduran, Penyimpanan, Pemusnshan, dan Pelaporan
Markotikn, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomer 74k

4 Peramran Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peramuran Menteri heschatan Homer B8
Menkes' Per/ VI 2011 tentang Registrasi, lzin Praktik, dan Izin Kerja
Tenaga Kefarmasian;

15 Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Kefwrmasian di Apotek (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor S0k,

i  Peraturan Menteri Kes=hatan Republik Indonesiz Nomor § Tahun 2017
tentang Apotek;

17 Peratuman Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
201§ tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

'

3. PERSYARATAN

- | 1. Data kelengkapan berkas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan]

Terpadu Sat Fintu (DPMPTSF);
2. Perizinan onfing;

4. FROSEDUR

Menginventarisasi dokumen pemahen izin Apotek

¥

Melakukan pengkajian terhadap dokumen pemohon izin Apotek

B

Mempersinpkan dekumen untuk verifizasi

t

Melakukan survey/verifikasi lapangan ke sarana Apotek

-

Membuat surat rekomendasi penerbitan atau penolakan izin Apotek

5. WAKTU FELAY ANAN

. Maksimal 24 hari kerja setelah permokonan izin masuk dalam sistem

perizinan, Apabila pada sant verifikasi masih terdapat kelurangan, maka harus
sepera dilakukan perbaikan. Dan jika thdak ada perbaikan dalam wakiu yang
sclah disepakati, maka perizinan akan ditolak terlebih dahubu untuk
melakukan pendaftaran ulang.

6. BlaYATARIF

. . [Rp. O (Gratis)

7. PRODUK PELAYANAN

TR ekomendast penerbitan Surat lzin Apotek (S1A)




8. Pengelotaan Penpaduan

Telepon & (022) 27010103

Ernail : farmaminkbb(@gmail.com

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat JI. Raya Padalarang-Cisarus
KM.2

9. SARANA DAN
PRASARAMA,
DAN ATAU
FASILITAS

. Romputer 1 unit;
2. Internet 30 Mbps;

3. Printer | unit;

4. ATK;

5, Berita Acars Pemeriksaan Apoek
6. Kendaraan Dinas;

{10, KOMPETENSI

Eoonlifikas pendidikan Sarjana;

i
PELAKSARA
o 2. Profesi Tenaga Apoteker;
3, Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian
4, Mempunysi kemampuan teknik informatika;
5, Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan_ kotnputer.
11, PENGAWASAN
INTERNAL Atmsan Tangsung
12. JUMLAH 2
13. JAMINAN . ]
FELAY ANAN Mempunyai kompetensi di bidang pelayenan publik dan bekerja sosuai
ketentuan peraturan perundang-undarngan
JAMINAN : . =
EEAMANAN Berita Acara Pemeriksaan Apotek sesuai dengan Permenkes Rl Nomor 73
AN Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefurmasian di Apetck don
KESELAMATAN Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 Tenteng Apotek
PELATAMAN
14 EVALUASI :
K INERJA Gocara berkala dilaporkan kepada atasan
PELAKSANA |

REKOMENDASI IZIN TOKO OBAT

MAMA PERANGEAT
DAERAH

Drinas Keschatan Kabupaten Bandang Barat |
Sekei Farmasi, Makaran Minuman, Kosmetik dan Tradizional

1. JEMIS PELAYANAN

Rekomendasi Lzin Toko Obat

2. DASAR HUKLIM

1. Undang-undang Obat Kers (St 1937 No.od ()7

7. Undeng-Undang MNomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropila
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Momor 10,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Momer 36717,

3. Undsng-Undang Nomor 32 tehun 2004 fentang Pemerintaban Dacrah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 204 Womor 1235,




10,

L4.

15.

_ Peramuran Pemerintah Momor 40 Tahun 2013 testang Pelaksanaan

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Momer 3 Tahun 015

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomar 12
Tehun 2008 (Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun ZUOE
Momor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4844

Undang-Undsng Nomor 12 Tahun 2007 fentang Pembentzkan
Kabupaten Bandung Barat di Provinei Jawa Bamt (Lembaran Negara
Republik Indonesie Tahun 2007 Nemor 14, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4688);

Undeng-Undang Momor 35 Tahun 2009 teniang Narkotika (Lembaran
Megara Republk Indonesiz Tahun 2009 Nomor 143, Tambihin
Lembaran Negara Republik Indonesia Momar 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan {Lembaran
MNegara Republk Indonesia Tahun 2009 Momor 144, Tambahan
lernbaran Megara Republik Indonesia Momor 3063);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daersh
{Lembaran Megara Repablik Indonesia Tahua 2015 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonemia MNomor 338T)
sehagaimana telah diubgh, Peraturan Pemeriniah Penggani Undang-
Undang Momor 2 Tahun 2015 tentang perubshan atas Undang-Undang
Womor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah (Lembaran
Megara Republik Indooesia Tahua 2015 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 558%);

Peraturan Pemerintah Momor 72 Tabun 1998 feniang Pengama
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Megara Nomor ;L;lé
tohun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781

Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007  tentang Organisasi
Perangkal Dagrah (Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahun 2007
Momor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomo
47413,

Perasturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerj
Kefarmasian {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomaog
142, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044},
Peraturan Pemerintsh Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
(Lembaren MNegarm Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 60,
Tambshan Lembaran Megara Republik Indonesin Nomar S136):

Undang-Undangz Nomor 35 Tahun 2009 tentang Markotikn {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3419),

ientang  Peredaran, Penyimpana, Permusnaban, dan  Pelaporan
Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20015 Nomor T4l

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Kezekatan Momor 883
Menkess Per/ V7 2011 tentang Registrasi, [zin Prakiik, dan Izin Kerjal
Tenagn Kefarmasian:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoncsia Nomor 26 Tahun




2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 Tahun
20102 tentang Pedagang Eceran Obat;

3. PERSYARATAMN : |. Data kelengkapan berkas dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Sam Pintu (DPMPTSP)
2, Perizinan online,

4, PROSEDLIR ' Menginventarisasi dokumen pemohon izin Toko Obat

et

Melakukan pengkajian terhadap dokumen pemolon fzin Toke Obil

B

Mempersiapkan dokumen untuk verifikasi

N

Melakukan survey'verifikasi lapangan ke sarana Toko Obat

M-

Membual surat rekomendasi penerbitas atau penclakan izin Toko Cfbat

5 WAKTU PELAYANAN " [Maksimal 21 hari kerja seteloh permohonan izin masuk dalam sistem
perizinan, Apabila pada saal verifikasi masih terdapat kekurangan, maka harus|
gera dilakukan perbaikan. Dan jiks tidak ada perbaikan dalam wakiu yang
Enh disepakati, maka perizinan skan ditolak terlebih dahuly uniuk

lakukan pendafiaran ulang.

6. BIAY A/TARIF - [Rp. 0 (Gratis)
7. PRODLUK PELAYANAN . [Rekomendasi penerbitan Surat lzin Toko Dbat (SITO)
8. Pengalolaan Pengaduan | Telepomn : (022} 27010103

Email | farmaminkbb{Egmail com
Komplek Perkantorun Pemkab Randung Barat JI, Raya Padalarang-Cisaraa

B2
o, SARANA DAN ¢ [1. Komputer 1 unit;
PRASARANA, 2, Internet 30 Mbps:
DAN ATAL 3. Printer 1 unit;
FASILITAS

4. ATE,;
% Berita Acars Pemeriksaan Toko Obal
f. Kendanan Dinas;

10. KOMPETENSI |11 Kualifikasi pendidikan Sarjana;
PECAREAIA 2. Profesi Tenaga Apoteker,
3. Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian;
4. Mempunyai kemampuon tekibk informatika;
5. Mempunyai ketesampilan berkomunikasi dan_komputer.




1 1. PENGAWASAN

INTERNAL Atzsan langsung

12 JUMLAH =
PELAKSANA Minimal 2 (dua) orang

15, JAMINAN .
PELAYANAN Mempunyal kompetsnsi di bidang pelayanan publik dan bekeme sesum

kelentuan peraturun perundang-undangan
JIAMINAN :

EEAMANAN Rerita Acara Pemeriksaan Toko Obat sesuai dengan KEFMENKES Momor
DAN 1431 Tabun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat / Toko Obat
KESELAMATAR
FPELAYAMAN

14, EVALLIAK]
KIMERIA Seenrn herkala dilaporkan kepada atasan
PELAKSANA

REKOMENDAS] 1ZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

NAMA PERANGEAT
DAERAH

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barag
Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional

I. JEMIS PELAY ANAMN

Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

2. DASAR HURUM

l. Undang-Undang Nomor & Tahun 1999 leptang Perlindungan
K.onsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor I821)

2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemcrintahan
Dacrah (Lembaran Megara Republik Indoncsia Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebegaimana telah diubah terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Momor $9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )

3. Undang-Undang Momcr 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupsten Bandung Barat di Provinsi Java Barar (Lembaman
Megam Republik Indonests Tehun 2007 Momor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomeor 4688);

4, Undang-Undang Momor 20 Takun 2008 tentang Usaha BMikre,
Kecil, dan Menengah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2008 Momor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4566);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentung Keschatan
{Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar 144,
Tambahan lembaran Megara Republik Indonesia Nomor H530;

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permnerintahan




10,

1

13

3.

Dmerah (Lembaran Megera Republik Indonesia Tahun 20135
Womor 224, Tambahan Lembaran MNegara Republik [ndonesia
Womor 5587) sehagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2013 tentang
perubahan ates Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2015 Momor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 5589,

Peramuran  Pemerintah  Nomor 72 Tabun 1998 teatan
Pengamanan Sedizan Farmasi dan Alat Kesehatan {Lﬂ'ﬂilﬁ
Megara Momor 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran N
Momor 3TR1 T

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerahy
Provinsi, dan Pemeristaban Daerah Kabupasen/Kota (Lembaran
MNegare Republik Indonesia Tahun 2007 Momer 82, Tambahan)
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737}
Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 tentang Organisasy
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Momor 89, Tambahan Lembaran Megara Republikl
Indonesia Momor 47410,
Peraturan Pemeriniah Nomor 51 Tahun 2009 teatang Pekerjaan
K efarmasian {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009
Momoar 142, Tambakan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 50447
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor I8TMenkess SETIT 2007
teniang Kebijakan Obat Tredisional Masional;

Peraturan Menterl Kesehatan Momor 006 Tabun 2012 tentang
Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Megam Republik
Indanesia Tehun 2012 Momar 223);

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 007 Tahun 2012 :en:anj

Repisrasi Obat Tradisional;

. Peraturan Menteri Kesehstan Republik Indenesia Nomor 31

Tahun 2016 tentang Perubshan Atas Peraturan Menter
Keschatan Nomor 389 Menkes! Per! V/ 2011 tentang Registrasi,
izln Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Keformasian;

Peraturan Menteri Keschaton Republik Indonesia Momor 26
Tahun 2018 tentang Perizingn Berusaha Terintepras Secard
Elektromib;

3, PERSYARATAN

.

Data kelengkapan berkas dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Sat Pintu (DPMPTSF)
Perizinan online;

4, PROSEDUR

Mengnventarisasi dokumen pemohon lzin Usahi Mikro Obat Tradis

Melakukan penzkajian terhadap dekumen pemohon izin Lissha Mikro

(UMOT)
-8

Tradisional (LIWMOT)

R




Mempersinpkan dokumen untuk verifikasi

.

Melakukan survey/verifikasi lapangan ke sarana Usaha Mlikro Cind
Tradizional (UMOT}

.

Membuat surat rekomendasi penerbitan atau penolakan izm Usaha M
Ohat Tradisional (LMOT)

5. WAKTU PELAYANAN

aksimal 21 heri kerja s=telah fzin masuk dalam sistem
izinan, Apabila pada saat verifikasi masih terdapat kekurangan,
aka harys segera dilakukan perbaikan. Dian jika tidak ada perbaikan
alam wakeu yang relah disspakati. maka perizinan akan ditolak
yehih dakuly nntuk melakukan pendaftaran ulang,

6. BIAY ATTARIF

. [Rp. O (Giratis)

7. FRODUK PELAYANAN

- Fekomendasi penerhitan izin Usaha Mikro Coat Tradisional (LIMOT)

§. Pergelolaan Pengaduan

Telepon 1 (D22} rroroing

Email : farmaminkbbi@gmail cam

Komplek Perkantoran Pembab Bandung Barat J1. Raya Padalorang-
Cizarua kM1

0. SARANA TIAN < | 1, Komputer | unit;
PRASARANA, 2. Infermet 30 Mbps;
DAM ATAU 3, Printer | umit;
4, ATK;
PASILITAS 5 Berita Acars Pemerikssan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
&, Kendaraan Dinas,
1o, “E;iml 1 Kualifikasi pendidikan Sarjana;
2 Profesi Tennga Apoteker;
1, Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian;
4. Mempumyai kemampuan teknik informaika;
2 Mempunyai keterampilan berkomunikid dan_komiputer.
11. FENGAWASAN
INTERNMAL Atasan langsung
12 JUMLAH
PELAKSANA belinimal 2 {dua) orang
. JAMINAN o g ;
e PELAYANAN Mempunyal kompesensi i bidang pelayanan publik dan bekerji
weauai ketentuan peraiiman perundang-undangan
TAMINAN , , : :
KEAMANAN Berita Acara Pemeriksaan Usaba Mikro Oixat Tradishonal (UNMOT)
DAN sesual dengan Permenkes RI Nomor 006 Tehum 2012 tentang
KESELAMATAN Industri dan Usaha Obet Tradizional den Permenke: RI Nomor D07

PELAY ANAN




Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional

14 . EVALUASI
KINERIA
PELAKSANA

Secara berkala dilaporkan kepada atasan

PEMENUHAN KOMITMEN SERTTFIRAT PRODUKS] PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

(SPP-IRT)
[ NAMA PERANGEKAT Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
DAERAH Geksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional

1. JENIS PELAY ANAN

Pememihan Komitmen Serifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangsa (SPP-IRT)

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 1599
Womor 42, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonasia
Momar 3821)

2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tendang Pemerintohan
Dacrah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Momor 4437T) schagaimana telah diubah terakhir dengan Uindang-

Undang Memor 12 Tahun 2008 (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2008 Momer §9, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomos 4844 )

3. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2047 tentang Pembentukan
Kahupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barst (Lembaren
MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomos 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653}

4. Undang-Undang MNomer 36 Tahun 2000 tentang  Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144,
Tambahan lermhacan Negara Republik Indonesia Nomar 5063);

s, UndangUndang MNomor |8 Tahun 2012 iemiang Pangan
(Lembaran Megarn Tabun 2012 Nomar 227, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 5360

6, Undang-Undang MNomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Iedomesia Tahun 2015
Momer 224, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesis
Womor 5987) sebagamana telah diubah, Perauran Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang Momor 2 Tahum 2013 tenteng
perubahon ams Undang-Lindang Momor 23 Tehun 2014 tentang
Pemerintahan Deerah (Lembaran MNegara Republik  Indonesia
Tahan 2015 Nomar 246, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indenesia Momor S589):

7. Peraturan Pemerintah Momor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Inchonesia Tahun 1999

Momor 131, Tambahan Lembaran MNegara Republik [ndonesia |




9. Persturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiam

Momor 3867%

§. Pergturan Pemerintah Nomor 28 Tahup 2004 tentang Kemanan,
Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran MNegara Republik
[ndonesia Momor 4424);

Urisan Pemerintaban Antara Pemerintah, Pemerintahan [acrah
Provinsi, dan Pemerintshan Daerah Kahupaten/Kota (Lembaran
Megare Republik Indonesia Tahan 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Newara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 tentang Organiasi
Perangkat Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2007 Momor 89, Tambahan Lembaran Negam Fepublik [ndonesia
Nomor 4741}

11, Peratwan Memterl Kesehatan Republik Indonesia MNomor I
Talun 2018 tentang Perizinan Berussha Terintegrasl Secara
Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Megara Fepublik Indonesia
Tahun 2018 Momor 887)

12. Peratwran Kepala Badan Pengawas Obal dan Makanan Nomor
HK.03.1 2304122207 Tahun 2012 tentang Tuata Carm
Pemeriksaan Sarana Produbsi Pangan Industri Rumah Tangga
{Berita Negara Republik Incdonesia Tahun 2002 Momor 4715

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Cbat dan wakanan Repablic
Indonesia Momor 22 Tabun 2018 tentang Pedoman Pemberian
Sentifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggs:

3. PERSYARATAN

| Data kelengkapan berkas dari Dinas Penanaman Modzl dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinta (DPMPTSEY,
2. Perizinan online;

4. PROSEDUR

Menginventarisasi dokumen pemohon Sertifikat Produksi Pangan [ndu
Rumah Tangga

¥

Melaboukan pengkajian terhadap dokumen pemohon Sertifikas Froduk
Pangan Incusiri Rumah Tangga

.

Melaksanakan penyulubian Keamanan pangan

Mempersiapkan dokumen untuk verifikasi Industrd Rumah Tangga Panq
{IRTF)

-

Melakukan survey ' verifikash lapengan ke sarana [midirstri Rumzh Tang

Pangan (IRTP) dalam rangks peenenuhan komitmen tentang Cpra Pmd11

Pangan yang Baik untuk Industri Rumsh Tangga (CPPB-IRT) dan
mermenuhi ketentuan label dam iklan pangan otahan

Mermbunt Berita Acara Pemeriksaan Sarans Industri Rumah Targga Pﬂ




5. WAKTL PELAYANAN

simal 3-5 Bulan setelah SPP-IRT terbit dari sistem OS5, Apahiln
ads saat verifikast masih terdapet kekurangan, maka harus segera
ilakukan perbaikon. Dan jika tidak ada perbaikan dalam waktu yang
ah disepakati, maka perizinan akan dibekukan dan atau ditolak
ehih,

4. BIAY A'TARIF

. Rp. 0 (Gratis)

7. PRODUK PELAYANAN

- [Pemenuhan Kemitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah

Tanggs (SPP-IRT) :

|, Penyuluhan Keamanan Pangan

2. Cam Produksi Pangan vang Baik untuk Industri Rumah Tangga
({CPPB-IRT)

3. Ketentuan lzbel dan iklan pangan olahan

§. Pengelolzan Pengaduan

Telepon ; (221 27010103

Email : Ffarmaminkbb@gmail.com

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat JI, Raya Padalarang-
Cisarua KM.2

3. SARAMA DAN

¢ |1, Komputer 1 unit;

PRASARANA, 2 lntermet 30 Mbps:
DA ATAY 3, Printer 1 unit;
FASILITAS 4 ATK;
% Berita Acara Pemeriksaan Sarana IRTF
_ §. Kendaragn Dhndas;
10, KOMPETENS! I, Kualifikssi pendidikan DiplomaSarjana;
PELAKSANA 2, Mempunyai sertifikst Pengawas Keamanan Pangan [DFD,
3. Mempunyai sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan);
4, Mempunyai kemampuan teknik Informatika;
5. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan_komputer,
L1, PENGAWASAN
INTERNAL Atasan langsung,
12, JUMLAH i
PELAKSANA Minimal Z {dual orang
L3, JAMINAN — <
PELAYANAN Mempunyai kompetensi di bideng pelayanan publik dan bekerja scsui
ketentuan peraturan perundang-undangan
 JAMIT AN F . : ;
KEAMANAN Rerita Acara Pemeriksaan Industri Rumah Tangga Pangan seswai
DAN dengan Peraturan Kepala Badan Pengavwas Obat dan Makanan Nomor
KESELAMATAN HE_03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perneariksaan
PELAYANAN Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tanges
14: E:':;}g;jii Saparn berkala dilaporkan kepada atasan

FELARSANA




BIMBINGAN TEKNIS (PEMBINAAN) PENINGEATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

HAMA PEHANGRAT Dinzs Keschatan Kabupaten Bandung Barat' Bidang Pelayanan
DAERAH Keschatan
|. JENIS PELAY ANAN Bimbingan Teknis (Pembinaan) Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesshatan di Puskesmas Kab. Bandung Barat

2, DASAR HUKUM

L Undang-Undang Nomeor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negars Tahun 200% Nomor I44, Tambahan
Lembaran Megara nomaor 5063);

21 Undang-Undang Momor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Megara Republik Indonesia tahun 2009
Momor 112, Tambahan Lembaran MNegarza Republik
Indonesia Momaor S038);

3 Persturan Pemensinizh Momor 36 Tabun 2014 tentang
Tenags Keschatan (Lembasan Negara Republik Indonesio
Takhun 2014 Meamar 208);

4 Peraturan Menteri Kesehatan Momor 27 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomar
46 Tahun 2015 Tentzng Akreditasi Puskesmas, Klini
Pratama, Tempat Prakiik Mandiri Dokter, dan Tempat
Praktik Mandini Diokter Gigi ;

& Poraturan Menteri Kesehatan Momor 43 Tahun 2009 fentang
Puskesmas.

3. PERSYARATAN

A. Pra Akreditasi
I Surat permaohanan dari Puskesmas
uptuk Bimbingan Teknis (Pembinaan} Peningkatan Muin
Pelayanan Keschatan di Puskesmas Kabupaten Bandung
Barut;
B, Re-Akreditast
1 Sura permobonan dari Puskesmas
untuk Bimbingan Teknis (Pembinain) Peningkatan Mutu
Pelavanan Keschatan di Puskesmas Kabupsten Bandung
Barat;
1 Rekomendast hasil survei dard Komisi Akreditasi

4. PROSEDUR

1. Perangkat Daerah :

Permohonen Bimbingsn Teknis (Pembinaan) Peningkatan
Mutu Pelayanan Keschatan di Puskesmas

2. Bidang Pelayaman Keschamn/ Seksi Fasilits Pelayanan

Kesehatan dan Peningikatan hutu;

a Menyiapkan jadwal pelaksanaan bimbingan ieknis
(pembinaan), insirument;

b, Melaksanakan kenfirmasi‘validasi Jadwal bimbingan
teknis (pernbinaan);

¢ Melnksanaan Bimbingan teknis {pembinaan];

d,  Membuat Laporan Kegaistan Bimbingan Tekmis
{pembinaan}




i. WAKTU PELAYANAN

|, Balasan surat 10 (sepuluh) han karja
2. Pelaksanaan Bimbingan teknis & (emam) sampai dengan &
{delapan} bulan tiap 1 Puskesmas

&, BIAYATARIF

Rp. 0, {gratis)

T PRODUE PELAYAMNAM

A, Pra Akreditasi
1.  Dokumen kebijzkan internal Puskesmas ;

2 Dokumen hasil Implementasi pencapakan pelayanan yang
sesuai dengan standar,

B. Re-Akreditasi
1. Dokumen kebijakan internal Puskesmas ;

2 Dokumen hasil Implementasi pencapaian pelayanan yang
sesuni dengan standar;

3. Dokumen Perepcanaan Perbaikan Strategis

§. PENGELDLAAN
PENGADUAN

Email : gkreditasifktpkbb@ermail.com
Scksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu —
Drinas Kesehaan Kabupaten Bandung Bamat.

Telepon : -

Faksimili ;=

9. SARANA DAN PRASARANA,

DAMNATALU FASILITAS

Standar Instrument Akreditasi Puskesmas

10, KOMPETEMSI
PELAKEANA

1. Pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang
keschatan;

7. Mempanyal pengalaman bekerja di Puskesmas, mengelol
program pelaysnan kesehatan dasar, dan‘atau mengelola
program mubu pelavanan kesshatan dasar paling singhat 2
{dua) tahun;

3. Lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan
dengan sentifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatiban
yang terukreditasi,

11. PENGAWASAN
THNTERMAL

Kepala Bisang dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakes pemohon

(2. JUMLAH PELAKSAMA

3 {tiga) d 5 (lima) orang

i3, JAMINAN PELAYANAN

Peningkatan mutu pelayanan keschatan i Puskesmas dan
karyawan bekerja sesual dengan standar peraturan’ keteniuan yang
berlaku




JAMINAN KEAMANAN DAN - | Hasil kajianhasil analisis sesual dengan fakta di puskesmas dan

KESELAMATAN PELAYANAN sesudi dengan persturan perundang undangan rentang skrediiasi
fazititas pelayanan kesehatan
14 EVALUASI KINERIA ¢ | Sacara berkala ditaporkan kepada

PELAKSAMA atmsan langsung,




PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYARIT TUBERKULOSIS

HAMA PERANGEAT DAERAH |

Dinas Keschatan Kabupsten Bandeng BaratBidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyskit Menular,

|. JEMIS PELAY AMAN

Pencegehan pengendalian Penyakit Tuberkulosis.

1. DASAR HUKLM

a2

1

B

UuD 14945

ULl Kesehatan Mo.36 Tahun 2414 Tentang Kesehatan
Permankes B MO, 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu
Pengendalian TBC Resisten Obat

Permen R1 No, 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah pMenular
Kepmenkes RI N, HK 02,02/ Menkes/305/2014 Tentang Pedoman Nasional
Pelaysnas Kedokieran Tata Laksana TB

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.67 Tahun 2021 tentang
Penanggulangan Tuberkulosi

3. PERSYARATAN

Setlap agien Yong datang ke fasvankes dengan keluhan TB.

Wargs Masyarakat Kabupaten Bandung Barat atid fuar wilayah gibuktikan
dengan Karu Tanda Penduduk dan memiliki N1K yvang ssh,

4, PROSEDUR

1%

13.

I,

13

. Untuk pemeriksaan LED, Rontgen, maupun Test mantoy hanya sebag

Penpobatan TB terdiri dari pengobatan lini pertama, dan lin Kedus,
Pengobatan lini periama, yaitu pengobatan kategori 1, kategori 1, dan kategor
anak,

Pengobatan  lini kedua, yaitu pengobatan untuk pasicn yang sudsh msis.tensil
gbat di link pertarna, terdiri dari TE-MDR, TBRR, dan TB-XDR.

Pengobatan lini pertama unik pendingnosamn dapat dilakukan g fasilitas]
kesehatan (Faskes) yang ada di Kabupaten Bamdung Barst (KBE)
Faskes untuk TH terdini dari Rumsh Sakit (RS), dan Puskesmas
Uitk faskes Puskesmas terdiri dari Puskesmas SateliPS), Pyskesmas
Pelaksana Mandiri (PPM), Puskesmas Rujukan Mandiri{FRM).
Penemuan suspek diiakukan di dalam gedung maupun diluar gedung.
Suspek merupakan pasien yang dicurigai TB dengan gejala gejala khusus :.uuj

menyerminya.

Kinsifikasi pasien berdasarkan anatomis dari penyakimys dibagi menjadi d
hagizn, yaitu Par dan Ekstra Paru

Pandizpnosaan TH bagl pasien suspek dewasa Paru dilaku dengan pomcl
dukak, Bagi pasien suspek anak dilaku dengan pemeriksaan score TB Yang Lelah
ditentukan sesuai standar ¥ telah ditetapkan oleh Pemerinizh.

penunjang dari pendizznesann pemeriksaan dahak
Faskes PS hanva melakukan fxasi untuk suspek TB dan hasil dari ficasé
diserahizan ke Faskes PRM yang dekat dengan wilayah faskes PS5 atiu
yang telah ditusjuk pleh Dhinkes.

Untk Faskes PEM tidak dapst memberikan pelayanan pendiggnasaan rupukan
dari Puskesmas PE. ;
Faskes PPM terdiri dari Foskes RS dan Puskesmas yarg telah memenuhi
syarat schagel Puskesmas PEM.

Untak pencziakkan diagnosa dilakukan SPS (Sewsktu, Pagi Eemkmj,dimarm]
pasien diperiksa di hari perama ditemuka (Sewaktu), di hari kedua di pag)
hari sefelzh bangun tidur di Faskes ketika pasien dntang kembali di hari kedus




16.

i

18

1%

20,

2l

e

23,

24,

23

26,

ar.

18,

it
i
33
34

15,

L1

im

_ Pasien menggunakan mosker bedah, dan petugas dalam penanganan pasien

[Sewakiu

Pendingnosaan TB, selain dengan pemeriksaan dahak, dapa dilokukan dengan)
Biopsi, dan kultr, 18.

Suspek dewasa dapat dinyatakan sebagai pasien TB Jika hasii pemeriksaan T
Cepat Molekuler TCM positif, dan atay jika hasil dahaknya negative htm:ﬂ
furut dalam 2minggy ® 2 pemeriksaan. Tetapl ada Klinis vang tidak
perhaikan, sesuni diagnosa dokter.

Petugas |sboratorium melakukan cross cek setiap | bulkan sekalj ke Labkesda
Untuk suspek anak Pary, hanya dapat diobati ika hasil scorenya 2 6.

Untuk pasien yang Ekstra Paru batk suspek anik, atau dewssa, penegakkan
dingnosa dapat dilakukan ataupun fidak dengan melihat klmis suspek
Pengobatan lini pertama dapat dilakukan di Puskesmas sedangkan lini kedua)
dapat dilakukan di Puskesmas jika pasien gudah dapat diobati di Puskesmas,
pengobatan fini kedua dapat di pindahkan dari RSHS sebagai pusat ryjuk
THB resisien lini kedua, karema tamlksans dilalukan oleh faskes yan
mempuiyai wilayeh kerja.

Penatalksanaan TB Resisten dilakukan sesuni petunjuk yang sudah ditetaphan.
TR regulair atan lini pertama terdirl dari kategorl 1, kategori 2, kategorl anak |
dan INH sebagai profilaksis TB bagl anak yang kortak erat serumah dengan]
pasien TB, score kurang dari 6 dan TB-HIV.

Pasien kategori | lama pengobatan & bulan dan kniegori 2 & bulan

Pasien vang dirujuk suspek MDR dilsiakan dengan indikasi follow up :nasi.];
dengan BTA positif, kambuh, DO, atau BTA negatif yang diraguikan staiu
pengobaiannya

Pasien dengan rujukan disgnoss dari Swasta ataupln RS wajib dilakukan cek)
S kembali.

Pasien dengan rujukan pindah pengobatan, harus membaw ohat TB sisanya,
form TH 01, fotocopy form TR 5, fatocop form TR 02, foecopi form TB 06,
dan form TB 09, serta pemeriksaan l2in yang meounjang pendiagnosaan TH
Pasien yang dipindah/dirgjuk ke faskes lain, wajib menyertakan form TB 02
form TR 01, fotokepi form TB 05 form TH 09, fotokopi form TB 06, obat sisa
pasien. mencrima jewaban form TH 10, mengembalikan kenas jawaban form
Th 09.

reguler secsusi dengan PPl TE {Pedoma Penatalakssnaon Infeksi  TH)
sedangkan unluk penanzan pasion TB resisien, seorang pefugas widj it
menggunakan masker N93 R16 (3M) sesuai petunjuk tekhnis.

Pasien TH wajib ditatalaksana HIV

Rjukan MDF adalah RSHS untuk Jawa barat

Pasien TB regulair dan rufukan lind kedua dari penatalaksanannmya  dibant
oleh jejaring Puskesmas tersebul.

Kpnitra indikasi dajam pengobatan TB dipantau dolam dan ditatalaksans, ik
perfu dirujuk.

Selama pengobatan pada fase awal, pissien dipantay tingkat penyembuhannya.
dalam waktu + |mg, dan padi fase lanjut dilakukan pemantaian dalam wakta
+2 mg. dan dikondisikan,

Puckesmas Berkewajiban melakukan screening, pemeriksza sampel dahakl
itk diagnose, pemeriksaan follow up dan pelaksanaan Investigasi Kontak
ke rarmah pasien diwilayah kerja puskesmas.

Dinkes Kabupatenikoin melakukan Monitoring. evalhss, pembinaan
pengawasan teknis serta umpan balik TBC ke Puskesmas dan RSUD




upaya kesshatan masyarakat

£ WAKTU PELAY ANAN

1. Pelayanan setiap hari kerja atau hari buka layanan kecual tari libar.
2. Lama Pelayanan jam 7.30 sd jam 16.00.

6. BIAY A/TARIF

Pelayanen Pasien TB di Puskesmas sauai pola tarif retribusi puskesmas.
5 Pemeriksaan Laboratorium Tes Cepat Molekuler TCM gratis.

7. PRODUE PELAYANAN

Konseling, Edukasi, Tes/Skrining, pengobatan, pemberizn profilakss, tatalaksana

" kasus pada penderita TB dengan strategi DOTS

&. Pengelolaan Pengaduan

Telepon : Hotling KBB 119-0-8
Email : poooou@bandunsharatiab. 2. id
Komplek Perkastoran Permkab Bandung Bara || Raya Padalarang-Cisarua KM.2

9, SARANA DAN
PRASARANA, DAN ATAU
FASILITAS

|, Kompriier;

2. Intermet;

1. Printer,

4 ATE;

8 17 Puskesmas, T RSU vang sudah melaksmakan strategi DOTS,
6. Logistik (OAT, BHP Penanggutangan TB Panu.

10, KOMPETENSI
PELAKSANA

' Fasilitas Kesehatan yang telah dilatih Pencegahan TB Paru.
3 DPM dan Klinik vang telah melakukan MOU/pesfanjian kerjasama dengdn
puskesmas dan menjodi jejaring dengan Poskesmas Wilavah Kebupaten

Bandung Bara.
11, FENGAWASAN INTERNAL Atzsan langsung
12, JUMLAH PELAKSANA 2.3 arang

13, JAMINAM PELAYANAN

Mempunyai  kompetensi di bidang Kesshatan dalam pelayanan kesehatan
Pencegahian Penularan TH Pary sesuai Kelentuan perasuran perundang-undangan.

. JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAY ANAN

Pelavanan Kesehatan dilakukan i Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga Ahli yang
mempuryai Surst jin Praktek (SIF) perorangan sesuai keahlionnya dan Surat Ijin
Teregistrasi (STR) untuk Fasilitas Keselatannya.

14, EVALUASI KINERTA
PELAKSANA

1. Socars berkala dilabukan Verifikasi oleh Tim AhlL

2, Maonitoring Evaluasi nleh atasan @ngsung.




PENDAFTARAN BPIS JKN KIS PBEI APBD{PBPU BP PEMDA KEB)

NAMA PERANGEAT
DAERAH

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung BaratRidang Pelavaman
K. esehatan/Seksi Jamkesmas dan Pelayanan Rujukan

I, JEMIS PELAY AMAN

Pendaftaran BEJS JKN KI5 PBI APGED (FBFU BP PEMDA KBE)

"2 DASAR HUKUM

L

Undzang undeng Momor 17 tahun 7003 tentang Keuangan Megaran
{Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2003 MNomor 47,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesin 4286);

Undang undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia tahun 2004 nomor
150 tambakian Lembaran Negara Republik Indonesia nomor @436,

Undang undang Nomor 24 tabun 201 | tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomos |16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5755) sebagaimana felsh divbah dengan Undeng-undang Nomar 11

Talun 2020 tentang Cipta Kerjo {Lembaran Megara Republik

indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Megara |
Republik Indonesia nomar G373

Pernturan Presiden Momor 32 Tahun 2014 temtang Pengelolaan dam
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Masional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Megars Republik
Indemesia Tahun 2014 Nomor 81} sehagaimana telsh diubsh dengan
Petamran Presiden Momor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Momer 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atfas
Perateran Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan [Drna  Kapitasl Jaminan Keschatan Masional pada
Fasilizs Keschatan Tingkat Pertama Milik Pemeriniah  Daerah
{ Lembaran Negaris Republik Indoresia Tahun 2021 Momor 1253

Keputusan Bupati Bandung Rarat Momor : 440/ Kep. 732-Dinkes 2021
Tentang lnegrasi Peserta Pembiayaan Peloyanan Kesehatan Bag
Fakir Miskin daa Orang Tidak Mampu di luar Tanggungan Penerima
Bantuan iuran Jaminan Keschatan Masional ke Dalnm Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Buken Peketjo dan Erntuan Bagi Peserta Pekerin
Blkan Penerima Upah dan  Buken Pekerju Kelaz 3 Jaminan
Kesehatan Masional di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2012

Maota Kesepakatan Antara BPJS Kancab Cimahi dengan Pemerinih
Daperak Kph Bandung Baral Tentang Optimalisasi Program Jarminan
Keschatan Masional Bagi Penduduk Pekerjs Bukan Penerima Upah
don Bukan Pekerje Yang Didaftrakan Oleh Pemermtah Dearsh
Kabupaen Bandung Baral no dSAKTRV-001221  den Mo
440MoL . 26- Dinkes 2021




7 Keputusan  Bupati | Bandung  Barat Mool BB.45/Kep.263-
Bag.Kesra2022 Tentang Pembentukan Tim  Percepatan  dan
Optimalisasi Kepersertaan Jaminan Keschatan Menyeluruh Program

Jaminan Keschatan Masional di Kabugaten Bandung Barat

3. PEREYARATAN

LA e G P

Foto copy KTP peserts yang didaftarkan

Foto copy Koru Keluarga

Sural Keterangan Tidek Mampa dori RT,RW Desa, Kec

Surnt Keterangan Proses DTKS dari desa

SGurat Permohonan Mutasi Peserta BPIS mandird kls 3 ke PBI APBD

dar desa

4. FROSEDUR

"12 Data rekapan by name by address dari Dinas Keschatan diverifikasi

Pemohan membrwa Persyaratan Ke Dinas Keschatan

—

aleh Dinas Sogial

3. Data hesil verifikad dar Dinsos didaftarkan ke BPJIS Kesehatan oleh
Dinkes

4. Prosss verifikasi ulang data dari Dinkes dan penerbitan K15 JKN PBI
APFBD aleh BRIS

5. Dinkes menerima KIS JKN PBI APBD dari BPJS Kesehatan
6. Pendistribusian KIS JKN PBI APBD ke Puskesmas untuk selanjutnys
didistribusikin ke masyarakat pemohon

5. WAKTL PELAYANAN

|, Pelayanan Pendafiaran Kepersertzan BPJS JKN PBI Pemda setiap hari
kerja yaitu Senin sampai denpgan hard Jumat

2. Pendaftaran data entitas peserta yang sudah terverifikast , sain bulan

sekali yaity tanggal 20 setiap bulan nve ke BPIS Kesehatan

[ 6. BIAY A/TARIF

- |Pelmyvanan pendaftaran kepersertaan BPJS JKN K15 PBI AFBD /PBPU BF
Pemda tidak dikenakan biaya'gratis / nol rupizh

7. PRODUK PELAYANAN

Indonesia Sehat (KIS) BPIS Kesehatan (fisik) yang memuat no karu,
ntitas pemohon, nema faskes Th.l

&. Pengeloloan Pengaduan

TeleponWhatsapp : 085 20T0RE66/08 | 3212224850

Email ; jamkesyankeskbbEemail.com
K.omplek Perkansoran Pemkab Bandung Basat J1, Raya Padalerang-Clsarua

KM.2 Gdg A Lt2
9. SARANA DAN 1. Kempater,
PRASARANA, DAN 2. Internet;
ATAL FASILITAS 3, Printer;
4. ATE:

4. Handphone Pribadi




10. KOMPETENSI

1. Minimal SMA, 03,51 Kesehatan/Administrasi

A
FELAREAN 2. Menguasai software minimal Microsoft Office
3. Msmpu mengoperasionatkan komputer borbasis mlemel
[ 1. PENGAWASAN Atasan langsung
INTERMAL

12, JUMLAH PELAKSANA

2 =3 orang

13, JAMINAN PELAYAMAN

Mempunyai kompetensi/ memahami pelayanan di bidang kesehatan dan
bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

LJAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAM

Perugas pelaksana telah terdaftar sebagai peserta BPJS JKN KIS dan BBJS
Kelenagzkerjoan, memiliki MOU sebagal tenaga pelakeana di bidang
Yankes, serta mengikuti secara berkala pemeriksaan kesehatan

14, EVALUASI KINERJA
FELAKSAMA

-

I. Secara berkala dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifiknsi dari Dinas
Sosial, Disdukeapal dan BPIS
2,  Menitoring Evaluasi oleh atasen langsung.




Pencegahan pengendalian Hepatitis B, HIV, dan Sifilia pada ibu hamil (Triple Eliminasi), Penccgahan

Penularan dari Thu ke Anzk (PPLA)

MNAMA PERANGEAT DAERAH

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat/Bidang Pencegahan don Pengendalian |
Penyakit Seksi Pencegahan dan Pengendzlian Penyakit Menular,

|, JENIS FELAYANAN

Pencegahan pengendalizn Hepatitis B, HIV, dan Sifilis pada iba hamil (Triple
Elimirasi), Pencegahan Penularan dari fbu ke Anak (PPIA)

2. DASAR HUKLUM

10,

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara yan
Dersih dan Bebss darl Korapsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Ne

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomar 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 teatang K.eoangen Megare (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 47, Tombahan Lembaran
Negara Republik Indosesla Nomos A286%

Urdang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan H:gnra]
(Lambaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 4335);

. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 204 tentong Pemeriksaan Pengeloiaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Megara (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesi
Homar 43007

Undang-Undang MNomor 12 Tabun 2007 tentang Pembentukan  Kabupaten
Bandung Barat di Provirsi Jawa Barat (Lembaran Mezam Republik ]ndmms'g
Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negasa Repablik Indonesi

Momor 4688 ]

Undang-Undang Momor |4 Tahun 2008 tentang Keterbukean Informasi Publi
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambah
Lamharan Megara Republik Indonesia Nomor 48487,

Undang-Undang Momor 36 Tehun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomar 144, Tambahan Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomer 50635

Undang-Undang Momes 12 Tabun I011 tentang Pembeniukan  Periiu
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Namor 82, Tamixahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234y

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 temiang Pemerintahan Dacra
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Womor 244, Tembah
Lembaran Megira Republik [ndonesta Nomdr 5587) sebagaimana telah diu
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2013 tentan
Perubshan Kedus Atas Undang-Undang Momor 3 Tahun 2004 temtang]
Pemerintshan Daersh (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 20154
Momor 53, Tamhbahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomer 56795

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentnng Pengelolaan Kewangan
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4578),

Peraturan Pemerintah Womor &1 Tahun 2010 tenting Pelaksanaan Undang-
Undang Momor 14 Tahun 2003 teniang Keterbukaan Informasi  Publik

{Lembaran Megara Republik_Indonesia Tahun 2010 Momor %9, Tambahars




12.

13.

14,

15.
16.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149} =
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor |3 Tzhun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dasrah sehagafmana telah divbah beberapakali, terakhi
dengan Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentan
Perthahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahum 20
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peransran Menterl Datam Negerl Nomor 80 Tahen 2015 tentang Pembentutan
Produk Hukum Daerah (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Noman
PLIEL M

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 53 Tahun 2015 Tenang Penanggulangan
Hepatitis Virus secara komprehensif melalui pendekatan Promosi, Pencegahan,
[eteksi Dini dan penalalaksanaan;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminas
Penularan Hepatitis B, HIV, Sifilis dari ibu ke anak PPIA pada mhan 0,
Permenkes Mo 21 Tehua 2020 Tentang Indikator Rencana Sirateg
Kementerian Keschatan Republik Indonesia, Perseniass Kﬂb'l.l]:m!tl.‘u'kﬁt:
melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B dan atau Hepatitis ¢ pade populasi
beresiko |

3. PERSYARATAN

Setiap ibu hamil trisemester | kehamikan sampal menjelang pessalinan,
Warga Masyarskal Kabupaten Bandung Barat st luar wilsyah dibuktikan
dengan Karty Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang sah.

4. PROSEDUR

rion pemeriizh LSM dem bormanites.

Setiap wonit yarg dutng ke mthmwkmmmmh}w
Keschagm dibri infierasi iening PPLA.

Disestiogs jenjung pelayanm mmwmmﬁmaﬂw i
il kepucks semun b hamil ininal 1 ki sebagad begian deri permeriienan laborsionu
rutin pada wakdy pemeniesan arterutal pada kunjungan pertama (K1) hingga me: ek
persalinan Sebaikrya dilskuln pada kunjungs pertmma ata pada sermester | kebarilan.
S:ﬁqﬂmmipiﬂiFHW,Ha;ﬂiﬁth sifilis u@dﬁnimtmhim*ﬂﬂni eyl
penangnn sesuni saa va ;

s Pemberian ARV profilaksis pada iba dan bayi positf HIV
profilaksis ketrimokzasol.

e Memasfikan pemeriksaan diagnosis dini (EID) pada bayi dengan ibu
HIV.

+  Pemberin penicillin profilaksis pada bayi dan b sifilis.
Pemeriksann fiter sesuai waktunya.

+ Pemberian vaksin aktif HBO dan vaksin Hbig padn bayi dari ﬂ-nr]
positif hepatitis B (diberikan segera getelah Iehir dolam  golde
periode 0-24 jam seselah lahir,

e Pemantauan pada bayi yang lahir darl ibu positif hepatitis B suat usin
bayi 9-12 bulan untuk pemeriksaan Hbsag,

» Tatalaksana pada ibu hepatitis B schaiknya dimjuk ke kossultan
Gasiroentere Hepatologi (KGEH) atau spesialis pesynkit dalam untukd
penanganan Hepatitisnya bakan terkait kehamilannya,

Perevcanaan _ketersedian logistik (obat, reagen/ies HIV, reagen/Tes Sifilis)




[

]

15

L.

13

Reagen/Tes HBsag, vaksin HBO dan wvaksin HBig dilaksarsakin SECATA
herjenjane  mulal dari  puskesmas, Rumah Sakit, [dnas Kesehatan
K.abupaten/KotaProvinsi dan berkoordinasi dengen Dengan Dirjen P2IP
Kemenkes

Pemerintah Daerah bersama pemerintah pusst menjamin ketersediuan dan
penguatan sumberdaya keszhatan, sistem pelayanan, pencatalan dan pelaporan
termssuk Boglstik.

Pelayanan dilakukan i Fasilias kesehatan dasar ; Puskesmas,R3UD, Runah
Sakit swasts, Posyandy, Biden Praktek Mandiri, vang telah terlatih dan
menjadi mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Melakukan pelaporan dan pencatatan valid berbasis NIK yang mampau telusur
ontuk pesanganan lindak lanjar.

Membenmk Tim PFIA di setiap faskes/layanan yang terdir dari Doktery
Perxwar/Bidan, Farmasi, RR, Laboratorium diteangian dalam bentuk SK Tim
di tandatongani atzsan,
Faskes wajib melaperkan dan bertanggungiawsb terhadap jumlsh BHP yang
diterima dengan jumlsh yang terpakni yang dilaporkan.

Membangun kerjnsama dengan Bidan Praktek Mandid dalam menjangkan
sagaran 1bu hamil vang ditenng dalam MOLU atau perjanjisn kerjasams antars
puskesmns dengan bidan praktel Mandin yang memuat butir-butir Jeminin
tidak ditarif, menjaga privasi pasien, serta melaporkan setiap pelayansn yang
diberikan secara tepat waktu dan kesesuaian jumlah BHP yang diterima dan
dipakai.

Puskesmas Berkewajiban melakukan mwonitoring, pembinaim, pemantauan,
pergawasan pelavanan triple EliminasiPPIA di Bidan Praktek Mandirg
diwilavah kerja puskesmas.

Dinkes Kabupatenkota melakukan Monitoring, evalsasi, pembinaan dan
pengawasan feknis serta umpan balik Trple EliminasiPPLA ke Puskesenas dan
RSLUD sebagai upaya kesehatan masyarakat.

5 WAKTU PELAY ANAN

Pelayanan setiap hari kerja atau hari buka layanan (Senin- Sabnu) kecuali hari
libur.
Pelayanan tindakan emergency 14 jam,

6. BIAY A'TARIF

I

Z,
E]

Pelayanan Tes/skrining yang menggunakan BHP yang disediskan program
tidak dipungut biaya {(Gratis).

Pemberian Vaksin HBO dan HBig tidak dipungut biaya,

Persalinan mengscu pada standar tariff sesuai peraturan perundang vang
berlaku.

7. PRODUEK PELAYANAN

Konseling, Edukasi, Tes/Skrining, pengobatan, pemberian profilaksis pada bayi,
patnlaksann kosus pada [bu dan pemontauan detelei ding penularan pada bayi.

§. Pengelolaan Pengaduan

Telepon : Hotline KBB 119-0-8
Email : xxooux@bandungbarakab.go.id
Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat J1. Raya Padalarang-Cisarua KM.2

9. SARANA DAN
PRASARANA, DAN ATAU
FASILITAS

|, Kompater;
2. Internet;

1. Primer;

4. ATK;

& 32 Puskesmas, 3 RSUD vang terintegras! Frogram PPLA,
f

. Logistik vaksin, obat, BHP Penanggulangan Hepatitis, Sifilis, HIV.




10, KOMPETENSI
PELAKSANA

1, Fasilitas Kedehatan vang telah dilatih Pencegahan Penularan dani Tbu ke Anak
{PPLA) Triple Eliminasi pada Ibu Hamil.

Bidan Praktek Mandiri terlatih dan telah melakukan MOU/perjanjian
kerjasama dengan puskesma: dan menjadi jejoring deéngan Puskesmas
Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

-

11. PENGAWASAN INTERNAL

Arasan [angsung

12, JUMLAH PELAKSANA

23 orang

13, JAMINAN PELAY ANAN

Mempunyni kompetensi i bidang Keschatan dalam pelayanan hesehstan
Pencegahan Penularan Hepatitis, Sifilis, HIV dari bu ke Anak (PPIA) dan
heboerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

AJAMMNAN REAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN

Pelavanan Kesehatan dilakukan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga Ahll yang
mempunyal Surat ijin Praktek (SIP) perorangan sesuai keahliannya dan Susat [jin
Teregistrasi (STR) untuk Fasilitas Kesehatanmya.

14 EVALUASI KINERIA
FELAKSANA

2. Manitoring Evaluasi olch atazan langsung.

I. Secara berkals dilakukan Verifikasi oleh Tim Ahli.




REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KLINIK

MAMA PERANGRAT
DAERAH

Dinas Keschatan Kebupeten Bandung Barat
Seksi Fachlitas Pelayanan Kesehatan dan Peninghatan hutu

1. JENIS PELAY ANAN

Rekomendasi Lzin Operssional Klink

2. DASAR HUKUM

L

Undang-Undang Morsor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahin Daerah
(Lembaren MWegara Republik Indonesin Tahun 2004 MNomor 125,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4437}
sehagaimana telsh divbah terakhir dengan Undang- Undang Nomer 12
Tashun 2008 (Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun I008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4344 ).

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembenmskan
Kabupaten Bandung Barst di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2007 Momor 14, Tambahan Lembaram
Megara Republik Indonesia Nomor 4688

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan {Lembaran
Megara Republik Indoneska Tahun 200% Momear 144, Tambahan
lembaran Megara Republik Indonesia Nomor S063);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Draersh
{Lemberan MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 MNomor 224,
Tambahan Lembaran Wegara Republik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah dibsh, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Mamor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang
Womor 23 Taben 2014 tentang Pemerintshan Dasrah (Lembaran
Negara Republik Indoeesin Tahun 2013 Momor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoer 538%);

Perafuran Pemerintah Nomor 41 Tohun 2007  tentang Chrganisasi
Perangkat Dzerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Megara Republic Indonesia Nomos
4741,

Peratnran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 08 Takhun
2014 tentang perizman Klinik;

Pernturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 26 Tabun
2018 tentang Perizinen Bernsaha Terintegrasi Secarn Elektronik;
Peraturan Menterl Kesehatan Republik Indonesia Momor 14 Takun
70201 Tenmng Standar  kegintan  Usaha  dan produk  pada
penyelenggaraan perizinan Berussha herbasis resike sekior kesehatan.

1. PERSYARATAN

[Papizinan onling

4, PROSEDUR

Menginventarisasi dokumen pemohan izin Klinkk

B

Melakukan pengkajian terhadap dokamen pemohon izn Klinlk

.

Mempersiapkin dokumen untuk verifikasi

-

Melakukan survey/verifikasi lapangan ke sarana Klinik




™ 1

Menerima perbaikan hasil visitasi dari klinik

Membiat rekomendasi klinik vang sudah melakukan perbaikan

5 WAKTU FELAY ANAN

“Wiakaimal 24 hari kerjn setelah permohonan izin masuk dalam 5istc1uJ

rizinan, Apabila padn saat verifikasi masih terdapat kekurangan, mika hars

gera dilakukan perbaikan, Dan jiks tidak ada petbaikan dalam waktu yang]

lah disepakai, maka perizinan akas ditolak terlebih dabuly wnk
lakukan pendaftaran ulang.

6. BLAY A'TARIF

 [Rp. 0 (Gratks)

7. PRODUK PELAYANAN

. Eurat Bekomendasi Klinik

8. Pengelolaan Pengadusn

Telepon ; (022) 27010103

Email:fasyankesmutukbbi@gmail com

K.omplek Perkanoran Pemkab Bandung Barat JI, Raya Padalarang-Cisarua
KM.2

9, SARANA DAN

¢ |1. Komputer | unit;

PRASARANA, DAN 2. Internet 30 Mbps;
ATAUFASILITAS 1. Printer 1 unit;
4. ATE;
5, Beritn Acara Perneriksann Klinik
fi. Kendaraan ,
10, KOMPETENSI ST, Kualifikasi pendidikan Sarjanog
FELARSAMA 2. Profesi Tenaga Perawal
3. Profesi Tenaga dokter gigl
4, Keschatan lingkungan
5. Tenags apoteker
6. Tenapa medre
7. Mempunyai kemampuan teknik informatika;
8, Mempunyai keterampilan harkomurikasi dan kompubér,
1 L.PENGAWASAN : | Atasan langsung
[INTERMAL
12, JUMLAH winimal T (tujuh) orang
PELAKSANA
13, JAMIMAN Mempanyai kempetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesust
PELAYAMNAN ketentuan peraiuran perundang-undangan

CJAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN
PELAYANAN

Berita Acora Pemeriksaan  Klindk sesuai dengan Peraturan  menteri
kesehatah Republik Indonesia Momor 14 Tahun 2021 Tentang Stendar
kegiatan Usaha dan produk pada penyelenggarasn perizinan Berusgha
herbasis resiko sektor kesehatan

14, EVALUASI
KIMNERIA
PELAKSANA

Secara berkala dilaporkan kepada gasan




2. REKOMENDASIIZIN OFTIK

MAMA FERANGEAT

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Baral
DAERAH

Seksi Fasilitas Pelavanan Kesehatan dan
Penimgkatan Mutu

lzin Operasional Optik
2, DASAR HUKLM i | 1.

|, JEWIS PELAYANAN

Undang-Undang Nomer 32 tahun 20404 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambshan Lembaran MNegoma Republik Indonesis MNomor 4437)




schagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Momoer 12
Tahun 2008 (Lembsran Negara Republix Indonesia Tahun Z00S
Momor 59, Tambohan Lembaran Mepara Bepublik Indonesia Nomor
4844 1,

2. Undmp—Undang Momor 12 Tahun 2007 wentang Pembentikan
Kabupaten Bandung Barat di Frovinsi Jawa Barat {Lembaran Megars
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Hegara Republik Indonesia Momor 4688 )

3, Undang-Undang Momor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran
Megara Republik Indonesin Tahum 2009 Nomor 144, Tambahan
lembaran Megars Republik Indonesia Momor 3063 );

4. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lemberan Mepars Bepublik Indonesia Tahun 2005 Momer 224,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 3587)
sehapaimann telah dinbah, Peraturan Pemeriniah Penggandi Undang-
Undang Momor 2 Tahun 2015 tenang peruhahan atas Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 MNomer 246, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3589 I

5. Peraran Pemerintah Nemor 41 Tahum 2007  teniang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 20
Momor 89, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia MNomod
474 1)

f. Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Momaor 26 Talun
201 % tentang Perizinan Berusasha Terintegmasi Secama Elekironik;

7. Peraturan Menterd Kesehatan Republik Indonesia Momor 01 Tahun
20116 Tentang Penyelenggarsan Optikal;

8. Persturan Menter] Kesehatan Republik Indonesia Mo 14 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
periziman Berusaha Berbasis Resiko Scktor Keschatan;

3, PERSYARATAN

reanin Cialis

4, PROSEDUR

Pemilik optik mengajukan perizinan online melalui oss rba

t

Menguplead dokumen persyaratan sesuzi permenkes Mo 14 Tahun
202 I sertn mengupload dolowmen kesangrupan untuk mememunahi standar

kegiatan usaha melalui oss

Setelah mengupload semua berkas yang di butuhkan optik akan [angsumg
mendapatkan NIB dan serlifikat standar dikarenskan optk merupakan
perizinan berbasis resiko menengzh rendah

5, WAKTU PELAYANAN

. [Betelah mengupload semun dokumen yang di butubkon Nomor Induk
Berussha dan Sertiifkar standar bisa langsung di dapist secara online

6. BIAY ASTARIF

: |;|1p. 0 {Giratis)




7. PRODUK PELAY ANAN

¢ |Homor Induk Berusaha dan Sertifikot Standar

8 PENGELULAAN
PENGADUAN

Telepan : (D22} 27010003

Email : fasvankesmutukbbZgmail.com

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat J1. Rava Padalarane-Cisarua
B2

9. SARANA DAM
PRASARANA, DAN

1. Komputer 1 unis;
2, Intermet 30 bbps;

ATAL FASILITAS 3, Printer 1 unit;
4. ATK:
'“-“':’P:‘L"f:sﬁﬁl . Kualifikesi pendidikan Sarjans;
2, Mempunyal kemampuoan teknik informatika;
3. Mempunyni keterampilan berkomunikast dan komputer,
11 PENGA W AS AN Atasan langsung
INTERNAL
12, JUMLAH Minimal 1 {satu} orang
PELAESAMA
13, JAMINAM Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerjz sesuai
PELAYAMNAN ketentuan peraturan perundang-indengan

-JAMINAN EEAMANAN

; Peraturon Menteri Keschatan Republik Indonesia Mompr 14 Tahun 2021

DAN KESELAMATAMN
PELAYANAN Tentang  Standar Kepistan Ussha dan produk pada Penvelenpoaraan
Parizinen Beneeahs Berbosis Besiko Saktor Kesshatan
14. EWALLIAS]
KINERIA Secara berkala dilaporkan kepads atasen

PELAKSANA




REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

MAMA PERAMGEAT
DAERAH

Dinas Kesehalan Kabupaten Bandung Berat’Bidang Pelayenan Keschatan

1. JENIS PELAYANAN

Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit

2. DASAR HUKUM

L  Undang-Undang Republik Indopesia Nomaor 25 Tahun 2009 tentang
Lavanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesin Momar 112
Tahun 2009, Tambshen Lembaran Mepara Republik  Indonesin
Homor $#3538);

2  Undang-Undanz Republik Indonesia Nomor dd Tabun 2009 (entang
Fumah Sakit (Lembaran Megara Bepublik Indonesia Momer 133 Tabun
2009

: I_Jnda];w-l.!ndmg_ Republik Indonesin Nomor 36 Tahun 2014 tenang
kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Momoer 298 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 36077,

4  Peraturan Pemerintah Momor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang RI Momor 23 Tahun 2009 tentang Felayanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2012 Memor 215)%

&  Peraturan Pemerinteh Momor 5 Tahun 2021 terang Penvelengearasn
Perizian Berusaha Berhasis Riziko (Lembaran Megara Republik
Indanesia Tahun 2021 Momaor 15);

6 Persturan  Pemerindah Momor 47 Tabun 2021 tentang
Penyeknggaraan  Bideng  Porumahsekiten  (Lemberan  Megara
Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 575

7 Persturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Momor 3 Tahun 2020
tentang Kiasifikasi dan Ferizinan Rumah Sakit

%  Persturan Menteri Keschatan Republik Indonesia MNomor 14 Tabun
2021  tentang Standar kepiatan  Usaha  dan  produk  pada
penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis resiko sekior kesehatan,

J.PERSYARATAN

Ferizinan Omiine (0535 RBAY




4, PROSEDUR

Menginventarisasl dokumen pemohon fzin eperasional Rumah Sakit

D

Melakukan pengkajian wrhadap dokumen pemohan izin operasional
Rumah Sakit

¥

Mempersinpkan dobumen untuk visitasi

Melakuban mt!l ke Rumah Sakit

g

Menerima perbaikan hasil visitasi Rumah Sakit

¥

Membaat Surat Rekomendasi Rumah Sakit

S WAKTU PELAYANAN

aksimal 24 hari kerja setelsh permchonan izin masuk dalam system
rizinen online.

pabila padz saat verifikasi masih terdapat kekurangan, maka harus segers
ilgkukan perbaikan. Jika tidak ada perbaikan delam wakii yang iclah
isepakati, maka perizinan akan ditolak teriebib dabulu untuk melakukan

daftaran ulang.

6. BIAYA/TARIF

: rip. {0 ({Gratis)

7. PRODUEK PELAYANAN

| murat Bekomendasi [2in Operasional Rumash Sakit,

8. Pengelolaan Pengeduan

g GDdinkeskbb

Email : dinkes@bandungbaratknb.go. id

Dinas Keschatan Kabupaten Bandung Barat Komplek Perkantoran Pemkab
Bandung Bammt JI. Raya Padalarang-Cirua KM.2

9. SARAMNA DAN
PRASARAMNA, DAN
ATAL FASILITAS

1. Kempurer;

2. Intemet;

1, Prinier;

4, ATE,

4. Berite Acara pemeriksaan Rumah Sakit,

. Kendarazn,

13 KOMPETENS]
PELAKSANA

1. Kualifikasi pendidikan D3/Sarjana Keschatan dari berbagal profesi
(dokter umumidokier gigi, perawat, bidan, apoteker, perekam medis,
kecling, nutrisionis, analis, SKM);

2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan_komputer.




1. PENGAWASAN e e
INTERNAL tsnn Hngsung

A
12, JUMLAH PELAKSAN Miinimial 7 {rujah) orang

3. JAMINAN PELAYANAN Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai

ketentuan peraturan perandanz-undanzan

JAMINAN KEAMANAN © | Rerita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri
AN KESELAMATAN Keschatan Republik Iedonesia Momor 14 Tahun 2021 lentang Standar
PELAYANAN kegintan Usaha dan produk pada penyelenggaraan periziman Berusaha

berbasis resiko sekior kesehatan;

14, EVALUAS] KINERJA

PELAKSAMA Secara berkaln dilaporkan kepada atasan




LAMPIRAN IIl KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT

Nomor : 440//2022

Tanggal : 4 Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN

e e

KOMITMEN PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
BARAT

Dengan ini menyatakan :

1. Berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai
dengan standar pelayanan

2. Akan memberikan pelayanan sesuai kewajiban serta
akan melakukan perbaikan pelayanan secara terus-
menerus

3. Bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan
kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai
dengan standar.



